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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 KESIMPULAN  

Penelitian mengenai karakteristik kawasan permukiman di Kecamatan Nipah 

Panjang menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata antar desa. Beberapa 

wilayah, seperti Desa Nipah Panjang II, memiliki kepadatan penduduk yang sangat 

tinggi sehingga menimbulkan tekanan terhadap lahan permukiman, sedangkan desa lain 

seperti Bunga Tanjung memiliki kepadatan rendah dengan permukiman yang lebih 

tersebar. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi penduduk 

yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah. : 

Dari sisi pelayanan, hasil analisis radius menunjukkan bahwa ketersediaan 

sarana permukiman, khususnya pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, belum 

menjangkau seluruh kawasan secara merata. Beberapa wilayah permukiman telah 

terlayani sesuai standar SNI 03-1733-2004, namun terdapat juga desa yang berada di luar 

jangkauan pelayanan sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas dasar masih terbatas. 

Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan menegaskan pentingnya 

pemerataan fasilitas publik. 

Berdasarkan hasil analisis kepadatan penduduk dan jangkauan pelayanan 

menghasilkan tipologi kawasan permukiman yang bervariasi, mulai dari kawasan padat-

terlayani, padat-tidak terlayani, jarang-terlayani, hingga jarang-tidak terlayani. Tipologi 

ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual permukiman di 

Kecamatan Nipah Panjang. Kawasan padat yang belum terlayani menjadi wilayah 

prioritas untuk pengembangan fasilitas, sedangkan kawasan jarang tidak terlayani perlu 

mendapat strategi khusus agar tidak semakin tertinggal. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan 

pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Nipah Panjang harus berbasis data 

spasial agar lebih tepat sasaran. Peta kepadatan penduduk, peta jangkauan pelayanan 

sarana, serta peta tipologi permukiman yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan 

hasil penelitian ini, arah pembangunan permukiman diharapkan dapat lebih berkeadilan, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal wilayah. 
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5.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain: 

1. Pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan pembangunan dan 

pemerataan sarana dasar permukiman, khususnya di desa-desa yang memiliki 

kepadatan penduduk tinggi tetapi belum terlayani dengan baik. Hal ini penting 

untuk menjamin keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat. 

2. Desa yang sudah memiliki sarana permukiman namun masih belum padat 

penduduknya dapat diarahkan menjadi kawasan pengembangan permukiman 

baru. Ini dapat mengurangi beban pada wilayah yang sudah padat serta 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas yang ada.. 

3. Untuk wilayah yang belum terjangkau fasilitas dasar, pembangunan 

infrastruktur jalan dan transportasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat 

lebih mudah mengakses pelayanan dasar dari desa lainnya yang berdekatan 

4. Dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayah, pemerintah perlu 

menggunakan pendekatan spasial seperti analisis kepadatan dan jangkauan 

pelayanan ini agar hasil perencanaan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan 

lapangan. 

5. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap persebaran 

penduduk dan pelayanan sarana untuk mengantisipasi perubahan pola 

permukiman serta mendorong pembangunan yang lebih adaptif terhadap 

perkembangan wilayah. 
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